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ABSTRAK

Pedagang kakilima (PKL) merupakan penjual barang dan atau jasa yang
secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah
milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu dari dasar
hukum Pedagang Kakilima terdapat dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002
Tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang menaungi PKL di kawasan
Lempuyangan Y ogyakarta sedangkan pada kawasan Malioboro berlaku peraturan
khusus yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan
Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Maliobor — A. Yani . Dalam praktiknya
masih ditemukan sebagian PKL yang belum mengindahkan peraturan tersebut.
Woujud kesadaran warga negara terhadap suatu hukum, dilihat dari pembentukan
sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Sebagai warga
negara yang taat terhadap hukum haruslah memenuhi tata peraturan yang sudah
ditentukan oleh pemerintah, apabila melanggar peraturanperaturan yang telah
ditetapkan maka mau tidak mau harus menerima sanks yang telah ditentukan.
Begitupun dengan para PKL dan produk hukum yang menaunginya, tidak
menutup fakta umum bahwa selama menjadi pedagang dalam mencari nafkah
mereka juga harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan
adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyususn
menggunakan metode observasi, angket terbuka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menujukkan bahwa Kesadaran PKL Lempuyangan dan
PKL Malioboro terhadap Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 maupun terhadap
Perwal No. 37 Tahun 2010 sangatlah minim. Tidak semua PKL melaksanakan
peraturan tersebut, masih banyak diantara para PKL yang melanggar ketentuan-
ketentuan pasal yang tercantum dalam peraturan tersebut, hanya sedikit dari
mereka yang melaksanakannya, rata-rata didomisanasi oleh PKL yang sudah
bekerja selama lebih dari 20 tahun. Fikih Siyasah dalam ketaatan warga terhadap
pemimpin tidak sesuai dengan realita yang terjadi, melihat masih banyak
daiantara para PKL di kawasan Lempuyangan dan Malioboro yang melanggar
ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh
pemerintah.

Kata Kunci : Pedagang Kakilima, Wujud Sadar Hukum, Fikih Siyasah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

Vi

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

o Ba’ B Be

o Ta’ T Te

& sa’ S s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

e H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
e Kha’ Kh Kdanh

> Dal D De

5 74l ¥ Z (dengan titik di atas)

3 Ra’ R Er

) Za’ Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

0P Sad S Es (dengan titik di bawah)
P Dad d De (dengan titik di bawah)




Lo & &

L G

(G

7y’
‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nin
Wawu
Ha’
Hamzah

Ya’

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

3

el

3

cm
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

XS

]

53

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah
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Ta’ Marbitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
EELN Ditulis hikmah
LR Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h

RRENERES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup dengan harakat fathads, kasrasz dan dammah

ditulis t

hall 385 Ditulis Zakat al-fir

Vokal Pendek

fathah N\

Ditulis A
Kasrah o

Ditulis I
dammah o

Ditulis U
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E. Vokal Panjang

. fathah+alif Ditulis A
STEN Ditulis Jahiliyyah
, fathah+ya’ mati Ditulis A
i Ditulis Tansa
; Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AP Ditulis Karim
A dammah-+wawu mati Ditulis U
s Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
. fathah+ya’ mati Ditulis Ai
R Ditulis bainakum
5 fathah+wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

1| A

Ditulis

Ditulis

s
a antum

La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Ol Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

A Ditulis as-Sama

el Ditulis as-Syams

. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
;jﬁj\ 693 Ditulis Zawi al-furid
&) Jal Ditulis ahl as-Sunnah




K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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MOTTO

HIDUPLAH SEPERTI DANDELION, DIMANAPUN, KAPANPUN, DAN DALAM KEADAAN APAPUN KAMU

TETAP TUMBUH

KARENA

KAMU LEBIH KUAT DARI YANG TERLIHAT

BUKANKAH TIDAK ADA YANG LEBIH BAIK SELAIN BELAVAR UNTUK MERVAD! YANG TERBAIKY

KAMU BISA MELAKUKANNYA, ASAL KAMU BEREIKIR KAMU BISA |

KAMU HARUS LEBIH BAIK DARI KEMARIN, DAN LAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK TU. ©

poMm!
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PERSEMBAHAN

SKRIPSI INT KHUSUS KU PERSEMBAHKAN teruntuk:
Ibundaku, yang tak pernah lelah mendoakanku siang dan malam, tempat terbaik untuk
bersandar, selalu ada kata “ingin pulang” untuk bertemu dengannya
Alm. Ayahandaku, ku tahu lelahmu tak sebanding dengan lelahku, maafkan anakmu ini
yang tak sempat membahgiakanmu didetik terakhirmu, hal yang paling aku sesali adalah
tidak berbicara denganmu 2 hari sebelum kecelakaan. Aku bahagia menjadi anakmu pak,
banyak hal yang telah kau ajarkan. InsyaAllah lelahmu di dunia menjadi penolongmu kelak
di akhirat. Aku rindu.

Enengku, yang tangguh sok pura-pura tegar, ayah dalam wujud perempuan. Allah pasti
punya maksud kenapa Allah kirim seorang seperti dia, seorang yang dengannya berasa
hatiku lengkap.

Emasku, yang selalu cuek seolah tak peduli padahal sayang banget sama keluarga, hanya
saja caranya berbeda dengan kebanyakan orang, lebih suka berbicara kasar, tapi aku tau
maksud dibalik semua kata-kata kasar dan cueknya.

Alm. Adikku, umur memang tidak dapat dijadikan ukuran seseorang untuk menjadi
dewasa. Mbk banyak belajar dari kamu dek.

Adikku, yang selalu penuh misteri, seseorang yang sulit dipahami, sangat tempramen, dan
yang selalu ngajak berantem. Sampai saat ini dengannya belum bisa menjadi kakak adik
seperti kebanyakan orang. Maafkan mbkmu ini yang selalu marah-marah, tapi ketahuilah,

mbk sayang sama kamu dek.
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KATA PENGANTAR

*J\Cﬂ;bﬂ\éﬁ\w

Segaa puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah dan
inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
kita Muhammad Saw. yang telah menjunjung tinggi agama Islam menjadi agama
yang penuh suri tauladan, berkat kehadiran beliau beserta segenap keluarga,
sahabat, tabiin dan tabiat, dan pengikut beliau umat Islam di seluruh dunia dapat
dengan mudah menjalakan aktivitas ibadahnya baik secara vertikal maupun

horizontal.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun dapat menyeleseikan
skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL
Malioboro Perspektif Fikih siyasah. Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari
bahwa skripsi ini jauh dari kata “sempurna”, untuk itu penyusun berharap semoga
skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih
untuk seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi
ini, tentunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari

berbaga pihak. Oleh karenaitu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. lbunda Umayah dan Alm. Ayahanda Moh. Zain yang senantiasa
memberikan do’a, nasihat, semangat, motivas, dan seau
membimbing penyusun untuk tetap mengutamakan Dia ketimbang

urusan dunia, dan semua pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk
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memberikan yang terbaik bagi kita (Eneng, Emas, Penyusun, dan
Adik-adik).

. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sdlaku Rektor
Universitas Isslam Negeri Sunan Kalijaga.

. Bapak Dr. Moh. Ngib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas IsSlam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta.

. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus pembimbing
skripsi penyusun, yang senantiasa sabar dalam membimbing dan
mengarahkan peyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Sekertaris Jurusan Program
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhgi, M.A., Ph.D. sdlaku dosen
pembimbing akademik.

. Tim JS serta Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada
penyusun dan membantu kelancaran administrasi.

. Segenap keluarga besar baik dari pihak Alm. Bapak yakni keluarga
Bani Muhari dan dari pihak Ibuk keluarga Bani Y azid.

. Bulek Marliyah yang sudah penyusun anggap sebagai ibunda kedua,

yang telah merawat dan menemani penyusun semasa kecil.
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10. Sahabat-sahabat penyusun Dede, lin dan Maya yang sampai akhir
perjuangan penyusun selalu ada untuk penyusun. Terimakasih telah
menjadi sahabat yang apa adanya bukan ada apanya.

11. Mbk Khusnul Khotimah (Dosen UIN Antasari) dan Mbk Isma Nida
Qori’ah yang telah menjadi sahabat, guru, sekaligus saudara yang
menemani penyusun selama perjuangan di Kota Istimewa ini. Terlalu
banyak kenangan di setiap sudut kota bersama mereka.

12. Luk’lu’ul Azkiyah, sepupu sekaligus sahabat bagi penyusun yang
menemani  penyusun baik susah maupun senang, yang selalu
menghibur penyusun disaat kondisi terburuk penyusun. Kapan kita
mantai lagi?

13. Teman- teman KKN (ljah, Ela, Ernis, Eka, Au, Melly, Rupe, Ipan, dan
Yori)

14. Teman-teman HTN yang yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu.

15. Anak-anak kos Azka (Mbk Azqi, Mbk Yetti, Livia, Okta, Aurel, Icha,
dkk) semoga kalian betah di kos Azkaya.

16. Dan jgaran para Pedagang Kakilima kawasan Lempuyangan dan
Malioboro yang telah berkonstribus dengan penyusun selama

penelitian, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatul.

Semoga apa yang mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal
ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Dan semoga
skripsi ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca

khususnya pihak-pihak yang menekuni bidang hukum, serta menjadi sumbangsih
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yang berharga bagi perkembangan keilmuan dalam bidang tersebut. Akhirnya

hanya kepada Allah penyusun mohon ampun atas segal a kekurangan.

Y ogyakarta, 4 April 2018
Penyusun

Ilma Nafi’ah Zain
14370028
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang di minati oleh
para pengunjung karena tidak lepas dari ikon DIY sebagai kota yang dijadikan
tujuan pendidikan dan wisata, memiliki berbagai macam kelengkapan fasilitas
umum serta pemilihan lokasi usaha di ruang publik yang dapat meningkatkan
pendapatan, dan dianggap sebagai tempat yang sangat baik dan strategis untuk
membuka suatu usaha di sektor informal.

Sektor informal dalam hal ini adalah pedagang kakilima (PKL) yang
merupakan orang dengan modal relatif sedikit yang berusaha dibidang produksi
dan penjualan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan kelompok
tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan ditempat yang dianggap
strategis dalam suasana lingkungan yang informal.® Dalam Peraturan Daerah
Nomor 26 Tahun 2002 pasal 1 huruf b yang di maksud dengan (PKL) adalah
penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan
ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat
sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak
bergerak.

Jumlah PKL di kota Yogyakarta memang sudah menjadi ciri khas

tersendiri. Biasanya para pelaku sektor informal pedagang kakilima ini mudah

' Tulus Haryono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang
Kaki Lima : Studi Kasus di Kodya Surakarta”, (Tesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pasca
Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1989)



ditemui di tempat-tempat umum seperti halnya sekitaran perguruan tinggi,
lingkungan sekolah, stasiun, kawasan wisata, dan tempat-tempat strategis yang
dianggap mudah dijangkau. Tindakan mempertahankan lokasi yang dianggap
strategis memang telah dipilih oleh sejumlah PKL karena lokasi tersebut
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk menutupi kehidupan keseharian
mereka.

Menurut Bromley, diantara berbagai usaha sektor informal usaha
pedagang kaki lima, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan
relatif khas dalam sektor informal di kota. Usaha ini paling mudah dimasuki
dikarenakan  kekhususan  tersebut yang berhadapan langsung  dengan
kebijaksanaan perkotaan.?

Melihat fakta umum yang terjadi di kawasan Lempuyangan saat ini,
sebelah sisi selatan jalan berjejeran para pedagang kaki lima yang menggunakan
fasilitas umum trotoar secara penuh, sehingga para pejalan kaki terunggut haknya
dan terpaksa harus turun ke jalan raya dan menggangu para pengendara sehingga
menyebabkan kemacetan. Hal ini jelas menyalahi Pasal 8 ayat (1) huruf c, d, e,
serta f Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang

Kakilima.> Meskipun telah diresmikannya jalan depan stasiun Lempuyangan pada

% Ali Achsan Mustafa, Model Transformasi Sosial Sektor Informal, (Malang : In- TRANS
Publishing, 2008), him. 43

% Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, Pasal 8
ayat (1) berbunyi “setiap pedagang kakilima dilarang”, ¢ “melakukan kegiatan usaha dengan
tempat usaha yang bersifat menetap”, d “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan
permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran
lingkungan”, e “menggunakan lahan melebihi ketentuan yang berlaku”, f “melakukan kegiatan
usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan
sekitarnya”.



tanggal 1 Maret tahun 2016 menjadi jalan satu arah untuk mengurangi
kemacetan®, akan tetapi sejauh ini jalanan masih penuh sesak pejalan kaki yang
menggangu aktifitas para pengguna lalu lintas dikarenakan fasilitas umum trotoar
digunakan secara penuh oleh para PKL di kawasan tersebut.

Berbeda lagi dengan kawasan Malioboro yang merupakan kawasan wisata
sehingga mempunyai peraturan khusus yang mengatur mengenai pedagang
kakilima, yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan
Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro A. Yani tampak sangat tertata
rapi, akan tetapi tidak dalam pelaksanaan peraturan oleh para PKL di kawasan
tersebut. Yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan oleh Pedagang kaki lima
di kawasan tersebut masih ditemukan sebagian pedagang kaki lima yang belum
mengindahkan peraturan tersebdt.

Kehidupan manusia dalam masyarakat diatur oleh kaidah-kaidah dan nilai-
nilai yang bermacam-macam ragamnya, kaidah yang terpenting adalah kaidah
hukum di samping kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, di antara sekian
macam kaidah. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap
masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-
kadang masyarakat yang diatur kurang bahkan tidak menyadari. Seorang warga
masyarakat biasanya baru akan menyadari adanya kaidah hukum serta pola-pola
yang mengatur kehidupannya apabila seorang warga tersebut melakukan suatu
pelanggaran. Kaidah hukum dan pola-pola hukum mengatur hampir seluruh segi

kehidupan masyarakat. Apabila seorang warga masyarakat sadar, memang hampir

* Ant/X-11, “3 Ruas Jalan di Yogyakarta Mulai Hari Ini Diberlakukan Satu Arah”, E-
paper Media Indonesia, (Selasa, 01 Mar 2016).



semua aspek hukum dan pola-pola tertentu arti tunduk padanya, misalkan ada
suatu  kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang
dimilikinya, maka dia akan lebih yakin bahwa ada kaidah-kaidah hukum dan pola-
pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. °

Dalam penghasilan sosial kehidupan, manusia mempunyai hubungan
tertentu, yang mestinya ada bersama mereka senang atau tidak, hubungan-
hubungan penghasilan yang sejajar dengan tingkat perkembangan tertentu dalam
daya pendapatan material mereka. jumlah dari hubungan-hubungan penghasilan
ini merupakan struktur ekonomi masyarakat. Ciri penghasilan kehidupan material
adalah pembentuk proses kehidupan sosial, politik dan intelektual pada umumnya.
Bukan kesadaran manusia yang menentukan wujudnya tetapi sebaliknya
wujudnya secara sosiallah yang menentukan kesadarannya.®

Yang pasti adalah bahwa setiap individu akan mengalami proses
sosialisasi dari lingkungannya, dalam hal ini kita tidak melihat bagaimana hasil
dari proses sosialisasi itu karena setiap lingkungan sosial atau masyarakat akan
mempunyai  sistem nilainya masing-masing. Jika dilihat dari sudut pandang
individu itu sendiri maka sosialisasi merupakan suatu proses dimana seorang
individu akan memperoleh pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan

perilaku yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat.’

® Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), him. 2-3.

® Duncan Mitchell, Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial, cet. ke-1(Bina Aksara, 1984),
him. 12.

" parawitaningsih, dkk, Pengantar Sosiologi, cet. ke-15 (Tangerang Selatan: Universitas
Terbuk, 2014), him. 3.3-34



Oleh karena itu, setiap masyarakat mulai dari yang sederhana sampai yang
paling modern, tentu mengenal atau mempunyai aturan hukum yang dijadikan
pedoman atau patokan hidup dalam bermasyarakat. Agar suatu hak dapat berjalan
tanpa berbenturan dengan hak orang lain seseorang harus mengindahkan dan
menaati sebuah aturan hukum. Tidak menutup fakta umum bahwa selama menjadi
pedagang dalam mencari nafkah mereka juga harus menaati peraturan yang telah
dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, dalam skripsi ini penyusun tertarik membahas
mengenai bagaimana Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan Dan  PKL
Malioboro Perspektif Fikih Siyasah.

B. Pokok Malasalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa

rumasan masalah yang ingin diteliti oleh penyusun:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL
Malioboro?
2. Bagaimana sudut pandang Fikih Siyasah terhadap Kesadaran Hukum
PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Melihat pada rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan
kegunaan penelitian sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  memverifikasi sejauh mana kesadaran hukum PKL

Lempuyangan dan Malioboro melalui fakta secara empiris dan



mengkaji secara yuridis pemahaman para PKL terhadap peraturan
yang menaunginya.

b. Untuk menjelaskan dan meninjau pandangan Fikih  Siyasah
mengenai ketaatan warga (PKL) terhadap pemimpin berdasarkan
kesadaran hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro.

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Secara Teoritis
Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat berguna sebagali
sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum
pada umumnya, serta memberikan informasi mengenai sejauh mana
kesadaran hukum para pedagang kaki lima terhadap peraturan yang

menaunginya, dalam realita keadaan vyang terjadi saat ini di

Lempuyangan dan Malioboro. Kemudian sebagai tambahan literatur

untuk karya ilmiah selanjutnya bagi yang melakukan kajian dan

penelitian berkaitan dengan masalah ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada
umumnya dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan karya
ilmiah.

D. Telaah Pustaka
Sejaun  penulusuran data yang dilakukan oleh penyusun, penyusun

menemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai Pedagang Kaki Lima



dalam Peraturan yang menaunginya. Namun demikian ada beberapa pembahasan
yang membedakan skripsi ini dengan skripsi lainnya, vyaitu pada skripsi ini
penyusun lebih menekankan kepada: Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan
PKL Malioboro jika dilihat dalam Perspektif Fikih Siyasah.

Nabilla Amalia Solikhah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26
Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota
Yogyakarta”. Skripsi ini mengkaji masalah tentang implementasi Perda Kota
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap persyaratan izin usaha pedagang kaki
lima menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah analisis
kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian yang
dilakukan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002 masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih banyaknya
pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima.®

Isnaini Nur Hasanah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjavan Hukum
Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan
di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan
Yogyakarta)”. Karena semakin berjamurnya PKL di trotoar Malioboro dan trotoar
Stasiun Lempuyangan, menimbulkan masalah baru yang timbul dalam masyarakat
dan dalam dinas pemerintahan. Skripsi ini mengkaji masalah mengenai kejelasan

keefektivitasan Perda No. 26 Tahun 2002 serta pandangan hukum islam dalam

® Nabilla Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan
Daerah Yogyakarta no. 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di
Yogyakarta”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). hIm. ii.



larangan berjualan di trotoar yang merupakan fasilitas umum yang digunakan
untuk kepentingan pribadi. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan
bahwa dalam kajian teori yang digunakan, Perda No. 26 Tahun 2002 dalam
pelaksanaannya dianggap masih kurang maksimal.®

Raden Prasetyo Suutomo, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi
Kebjjakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”.
Dalam skripsi di jelaskan mengenai Masalah implementasi kebijakan penataan
PKL yang kurang efektivitas penerapannya dalam peraturan perundang-undangan
dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45
Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih
kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk
menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan.*°

M Baskara Mustijuan, skripsinya yang berjudul “Penerapan Perda Kota
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota
Yogyakarta (Studi Kasus Stasiuun Lempuyangan)”, dalam skripsinya dijelaskan
mengenai masalah penggunaan seluruh ruas trotoar oleh pedakang kakilima. Dari

hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwasannya tidak semua pedagang

® Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda no. 26 Tahun
2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun
Lempuyangan Yogyakarta)”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2014). him. ii.

19 Raden Prasetyo Suutomo, “Timplementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”, skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
(2014), him. v.



kakilima melakukan izin ke kecamatan. Kesimpulan yang di dapat yakni
penerapan Perda masih kurang efektif.**

Yuanitia Nilla Sari, skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penertiban
Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima)”. Dalam skripsi dijelaskan, Pedagang Kaki Lima yang membawa dampak
pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki karena
masih adanya PKL yang berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu
lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi yang dilakukan
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun
2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.?

Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, jurnalnya yang berjudul
“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu
Tourism Center di Kota Batu)”, dalam jurnal dijelaskan masalah mengenai para
pelaku sektor informal pedagang kakilima  do sekitar alun-alun kota Batu
dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan
kota. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pada kebijakan
penataan pedagang kakilima pada Batu Tourism Center merupakan implementasi

yang tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena beberapa permasalahan dan

11 M Baskara Mustijuan, “Penerapan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang
Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta (Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)”, SKripsi
Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018)

' Yuanita Nilla Sari, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”, skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
(2015). him. ii.
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kendala sehingga sebagian pedagang kakilima memilih kembali berjualan di
sekitaran tempat tersebut.*®

Danar Wahyu Purbo Prasetyo, jurnalnya yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang”,
dalam jurnal dijelaskan mengenai akaibat dari banyaknya PKL yang berjualan
di ruas-ruas jalan, selain menjadikan kawasan Pasar Johar yang terkesan
kumuh dan semrawut karena tidak tertata dengan baik dan rapi juga
mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di sekitar
kawasan Pasar Johar. Kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian bahwa
masih ada beberapa kekurangan seperti; kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia yang perlu ditingkatkan; Kurangnya metode sumber daya (pekerjaan
tanpa Standard Operating Procedure masih banyak). Karakteristik organisasi
pelaksana, lingkungan kebijakan seperti sosial dan ekonomi, politik, dukungan
masyarakat dan masyarakat budaya memberikan pengaruh yang sangat besar
ternadap keberhasilan penerapan kebijakan peraturan PKL di Pasar Johar,
Semarang.**
E. Kerangka Teori

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), teori merupakan
pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, yang didukung oleh

data dan argumen. Dalam hal ini suatu teori bisa saja berfungsi sebagai argumen,

13 Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, “Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)”, Jurnal Universitas
Brawijaya Malang.

14 Danar Wahyu Purbo Prasetyo, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki
Lima Di Pasar Johar Kota Semarang”, Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.
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pembahasan, atau alasan. Untuk lebih jelasnya, penyusun akan menjelaskan teori-

teori yang akan di pakai oleh penyusun untuk menyeleseikan masalah yang akan
diteliti oleh penyusun.

1. Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan Sibey, istilah “kesadaran hukum”

digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara

dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum,

yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada

pengalaman dan tindakan. Dalam hal ini, kesadaran hukum adalah

persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan ‘“hukum sebagai aturan

norma, atau asas”. '

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran

hukum dan ketaatan warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan

ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan

hukum memang mempunyai peran penting dalam perkembangan

hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat,

semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat

kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukumnya.'®

> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial
Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009),
him. 298-299.

16 Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa
Ini”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, him. 78.
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Untuk itu perlu adanya hipotesa yang harus diuji untuk
mendapatkan data tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum para
PKL, diantaranya sebagai berikut:

1) Semakin luas pengetahuan tentang peraturan tentang penataan
pedagang kaki lima, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap
peraturan tersebut.

2) Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan penataan
pedagang kaki lima, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap
peraturan tersebui.

3) Sikap yang positif terhadap peraturan penataan pedagang kaki
lima, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan
tersebut.

4) Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
pembentuk  peraturan  penataan  pedagang  kaki  lima,
menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang
bersangkutan.’

2. Fikih Siyasah

Fikin siyasah mempunyai pengertian masing-masing, yakni dari
segi istilah figh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam
yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujahid
dengan jalan penalaran dan ijtihad. Sedangan kata siyasat berasal dari

kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al’Arab berarti

him. 404.

v Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1982),
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mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti
pemerintah dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab
Khallaf mengutip ungkapan Al-Magqrizi menyatakan, arti kata siyasat
adalah mengatur.

Secara terminologis dalam Lisan al’Arab, siyasat adalah
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah
adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka
ke jalan yang menyelamatkan.*®

Abdul Wahab Kallaf menyatakan bahwa definisi (Fikih Siyasah)
adalah “Hukum bernuansa Islam yang menjamin  suatu negara untuk
meralisasikan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan

tidak melanggar ketentuan serta prinsip-prinsip  umum.”°

Dengan
demikian, fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam
bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap
peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak
bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.?°

Kewajiban ini diperintankan oleh Allah Azza wa Jalla berfirman dalam

surah (an-Nisa:58-59)

183, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, cet. ke-1 (Jakarta:
Pt Raja Grafindo, 1994), him. 21-25.

% Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-1
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), him. 15

20 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam”, (Erlangga, 2008), him. 12-13.
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Untuk itu, lbnu Taimiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang
terlibat dalam bidang ilmu ini pada surat An-Nisaa’ ayat 58-59 sebagai

berikut:

) 5aSa 130 5 Lelal () clilal ) 150t of pedde 5Dl 8 5 (3 IV AYT 3 lalall JU8

e s Gisal) e dae N 330N 3 Jaedly ) saSay o ulall o

“Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa:58) berkaitan
dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan
amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil;
sedangkan ayat kedua (an-Nisa:59) berhubungan dengan rakyat, baik

militer maupun nonmiliter’?

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan pengumpulan data dengan bantuan istrumen
atau tes (seperti, pertanyaan-pertanyaan) atau mengumpulkan informasi dengan

bantuan cheklist perilaku (seperti, observasi).?®

2L An-Nisaa’ (4): 59.

22 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari’ah, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), him. 27.

23 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 24
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan
(field research) dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna
memperoleh data-data melalui fakta-fakta empiris yang terjadi di
lapangan secara akurat dan valid. Dengan didukung data-data tertulis
yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan sumber lain
yang berkaitan.
2. Sifat Peneltian
Penelitian yang penyusun gunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial,
praktek dan kebiasaan masyarakat.?* Dalam pengertian ini penyusun
tidak hanya menyusun dan menyimpan data, tetapi juga
mengungkapkan, menggambarkan, dam menguraikan suatu masalah
secara obyektif.>°
3. Pendekatan
Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-
empiris. Penelitian yuridis-empiris berbasis pada ilmu hukum normatif
(peraturan perundangan), dalam hal ini pendekatan yang penyusun
gunakan bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan

perundangan. Namun pendekatan ini mengamati mengenai bagaimana

24 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), him 19.

** garifuddin Azwar, Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), him. 126.
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reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam
masyarakat.?®
4. Sumber Data
Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah untuk
mendapatkan kebenaran data yang terjadi di lapangan secara akurat
dan valid dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
a. Data Primer
Data yang penyusun peroleh merupakan hasil penelitian di
lapangan yang dilakukan berdasarkan uji Kkuisioner/wawancara,
dalam hal ini penyusun melakukan penelitian kepada objek yang
penyusun tuju dan yang berkaitan dengan objek tersebut.
b. Data Sekunder
Data ini penyusun peroleh dari penelitian kepustakan yang
berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan. Bahan-bahan tersebut
terdiri dart:
1) Bahan Hukum Primer
Meliputi  perundang-undangan ~ yang  mengatur  mengenai
penataan PKL seperti:
a) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26

Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima

26 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 47.
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b) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26
Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima

c) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Walikota No0.45 Tahun 2007

d) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010
Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus
Malioboro-A. Yani

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang berisi mengenai penjelasan bahan
hukum primer yang meliputi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal
hukum, dokumen-dokumen tentang hukum, artikel atau berita
seputar hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber-
sumber lain yang berkaitan.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang meberikan penjelasan melalui kedua
bahan hukum diatas, seperti kamus besar bahasa Indonesia
(KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
1) Angket Terbuka
Yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa
dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada responden

untuk menuliskan sesuai dengan yang diketahuinya sehingga
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responden secara independen dapat memberikan isian sesuai
dengan kehendak dan keadaan yang sebenarnya.?’ Penyusun
menggunakan angket terbuka sebagai panduan untuk wawancara
terhadap responden. Pada penelitian ini, penyusun sebagai pihak
yang berkedudukan sebagai pencari informasi (interviewer), dan
Pedagang Kakilima di kawasan Lempuyangan dan Malioboro
berkudukan sebagai responden.
2) Observasi
Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui
suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap
keadaan atau perilaku objek sasaran.?® Dalam hal ini, observasi
dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung
lokasi yang menjadi obyek penelitian.
3) Dokumentasi
Dalam hal ini dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip
terkait dengan permasalah yang diangkat, yakni berupa majalah,
catatan, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.
6. Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisa oleh penyusun dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola

2" Hamid Darmadi, Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, cet. ke-1
(Bandung: Alfabeta, 2013), him. 82-83.

28 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta :
PT.Rineka Cipta, 2011), him. 104.
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deskriptif analisis.?® Yaitu data yang diperoleh dari responden, baik
yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang
dipelajari secara utuh. Hal ini bertujuan untuk memahami apa yang

menjadi latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan di bahas penyusun pada penelitian ini akan
dipaparkan dalam lima bab. Untuk lebih jelasnya, lima bab tersebut yakni:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian mengenai teori kesadaran hukum, teori
fikih siyasah. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan umum kota Yogyakarta sebagai
lokasi yang menjadi tujuan penelitian dan pemaparan mengenai tinajaun pedagang
kakilima dalam peraturan perundang-undangan yang menuanginya.

Bab empat, berisi tentang analisis mengenai data-data yang diperoleh
dengan mengkaji melalui teori yang di paparkan melalui bab dua.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai

seluruh bab yang akan diakhiri dengan saran-saran.

29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Pres, 1986), him. 250.
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PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada perumusan pada sub
bab pendahuluan dan berdaskan uraian-uraian penjelasan pada bab-bab
selanjutnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagal berikut:
1. Berdasarkan penjelesan mengena  pelanggaran-pelanggaran  yang
dilanggar terhadap Perda No. 26 Tahun 2002 maupun terhadap Perwal
No. 37 Tahun 2010 oleh para pedagang kakilima bak di kawasan
Lempuyangan maupun di kawasan Malioboro menunjukkan bahwa
kesadaran hukum yang dimiliki oleh para PKL sangatlah minim. Hal itu
terbukti salah satu diantara pelanggaran yang dilanggar yakni, masih
banyaknya para PKL yang menjua belikan, atau memindah tangankan
lokasi ke pihak lain. Padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas di
sebutkan mengenai larangan menjual belikan atau memindah tangankan
lokasi kepihak manapun. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh pedagang kakilima seperti yang telah di sebutkan pada sub
bab sebelumnya.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL baik di kawasan
Lempuyangan maupun di kawasan Malioboro jelas merupakan kesadaran

hukum yang negatif', yakni kesadaran hukum yang identik dengan

! Acmad Ali, him. 298.
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ketidaktaatan terhadap sebuah hukum, padahal yang bersangkutan
memiliki kesadaran hukum.

2. Sebagai warga yang taat terhadap hukum, Berdasarkan penjelasan
mengenai pelaksanaan oleh PKL terhadap peraturan yang menaunginya,
maka tidak dapat dikatakan bahwa PKL Lempuyangan dan PKL
Malioboro taat terhadap ketetapan pemimpin, melihat masih banyak
daiantara para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang-
undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Selama pemimpin memerintahkan atau menetapkan aturan yang tidak
menyebabkan kita menjauh dari Allah, dan tidak membuat kita bermaksiat
kepada Allah, maka kita berkewgjiban untuk mentaatinya. Dengan
demikian, sudah barang tentu bahwa para PKL bak itu PKL
Lempuyangan maupun PKL Malioboro berkewajiban untuk taat dan patuh
terhadap peraturan yang telah dietapkan oleh pemerintah, karena tidak ada
unsur untuk menyeru kepada kemaksi atan.

B. Saran

1. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan para PKL terhadap peraturan
yang mengikatnya, penyusun berharap agar pemerintah mengadakan
sosialisasi lebih sering kepada para PKL baik PKL Lempuyangan maupun
PKL Malioboro. Para PKL mengatakan, sosialisas diberikan hanya
kepada sebagian PKL dan tidak menyeluruh.

2. Karena banyaknya PKL di Yogyakarta, sehingga tidak memungkinkan

untuk mengundang semua PKL agar mengikuti kegiatan sosialisasi, maka
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perlu adanya sosidisasi bergilir, agar tidak ada lagi para PKL yang
menjual belikan atau memindah tangankan, tidak punya izin lokasi, dan
sebagianya yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Daerah nomor 26
Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima maupun peraturan
pendamping peraturan tersebut.

3. Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Penataan Pedagang Kakilima dengan jelas disebutkan “setiap pedagang
kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin”. Untuk itu, Perlu adanya
pendataan mengenal tempat izin lokasi para pedagang kakilima dari pihak
pemerintah, agar tidak ada lagi praktek penyalahgunaan izin lokasi
pedagang kakilima serta memberikan peluang bagi para PKL yang masih
menyewa untuk mengajukan izin lokasi untuk berdagang. Banyaknya
pelanggaran mengenai pasal 8 ayat (1) huruf a® dikarenakan PKL

mempunyai lebih dari satu tempat untuk disewakan.

2 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima pasal 8
ayat (1) huruf a “menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun.
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Lamipran | : Tabel Terjemahan Ayat Alqur’an

An-Nisa (4) : 58-59

“Sesungguhnya Allah menyuruh

kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat. ”* “Hai orang-orang
yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian.




Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik

akibatnya.”*

28

An-Nisa (4) : 80

“Barangsiapa menaatiku, maka ia

menaati Tuhan, dan barangsiapa
tidak menaatiku, maka dia tidak

menaati Tuhan.”




Lampiran Il : Surat Permohonan lIzin Penelitian




Lampiran 111 : Pernyataan Ketersediaan dan Pertanyaan Untuk Pedagang

Nama :

Jenis kelamin :
Alamat :

Barang yang di jual :

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul
“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan
Pedagang Kaki Lima Oleh PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro” yang
dilakukan oleh Ilma Nafi’ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Yogyakarta, 2018
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12.
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18.

BENTUK PERTANYAAN UMUM

Apakah bapak/ibu penduduk asli DIY? Jika bukan, sudah berapa lama
bapak/ibu tinggal di Jogja?

Apa tingkat terakhir pendidikan bapak/ibu?

Apa alasan bapak/ibu memilih menjadi pedagang kakilima?

Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Malioboro/Lempuyangan?

Apa alasan bapak/ibu memilih tempat lokasi ini?

Apakah dasaran yang ditempati bapak/atau ibu merupakan milik pribadi?
Berapa jumlah anggota keluarga yang masih dalam tanggungan bapak/ibu?
Berapa pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga tiap bulannya?
Apakah bapak/ibu memiliki kartu identitas pedagang kakilima?

. Apa saja syarat pengajuan permohonan yang diperlukan bapak/ibu untuk

mendapatkan surat izin penggunaan lokasi pedagang kakilima?

. Ketika bapak/ibu mendaftarkan izin lokasi, bapak/ibu diminta untuk

mengisi surat kesanggupan melakukan bongkar pasang, Apakah bapak/ibu
dijelaskan mengenai perihal tersebut? Apakah bapak/ibu paham maksud
dari pernyataan tersebut? jika paham, apa alasan bapak/ibu tetap membuka
lapak 24 jam? (khusus Lempuyangan)

Sepengetahuan bapak/ibu, surat izin penggunaan lokasi diperuntukkan
untuk siapa saja? Kenapa surat tersebut harus ditempatkan di tempat yang
terlihat untuk umum?

Pernahkah bapak/ibu terkena sanksi karena menyelahi aturan?
Sepengetahuan bapak/ibu, bolehkah lokasi dipindah tangankan ke orang
lain?

Menurut bapak/ibu, Apakah hukum mendukung keberlangsungan ekonomi
bapak/ibu ?

Adakah tindakan dari pemerintah yang menguntungkan bapak/ibu?
(Seperti pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah) Pernahkah bapak atau
ibu mengikuti pelatihan tersebut?

Menurut bapak/ibu, peraturan daerah/walikota sudah sesuaikah dengan
keadaan bapak/ibu saat ini?

Adakah unek-unek yang ingin disampaikan bapak/ibu kepada pemerintah?
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Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 26 Fahun 2002 Tentang Penataan Pedagong Kaki Lima” yang

dilakukan oleh Thma Nafi’ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syari ah dan Hukum Universitag Islam Negen Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul “Peluksanaan
Peraturan Daeralt Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima” yang
dilakukan oleh Thna Nafi"ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syar ah dan Hukum Umiversitas Islam Negen Sunan Kalijaga Yopgyakarta.
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Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 26 Takun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima” yang
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Nomor : 12

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Tahun 2002 Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Menimbang

Mengingat

NOMOR 26 TAHUN 2002 (26/2002)

TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

bahwa keberadaan pedagang kakilima di Kota
Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidup;

bahwa disamping mempunyai hak, pedagang
kakilima juga berkewajiban menjaga dan
memelihara kebersihan, kerapian dan
ketertiban serta menghormati hak-hak pihak
lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta vyang
"Berhati Nyaman";

bahwa dalam rangka peningkatan upaya
perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan
pembinaan terhadap pedagang kakilima serta
perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di
Kota Yogyakarta;

bahwa dalam rangka pengaturan/penataan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;



0. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahn 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta  Nomor 10 Tahun 1968 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan,
Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya
Yogyakarta.

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor . Tahun 1992 tentang
Yogyakarta Berhati Nyaman;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN

PEDAGANG KAKILIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

b.

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;

Walikota ialah Walikota Yogyakarta;

Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang
secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi vyang

menggunakan daerah milik Jjalan atau fasilitas umum dan
bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan



bergerak maupun tidak bergerak;

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun meliputi segala bagian Jjalan termasuk Dbangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas;

Trotoar adalah bagian dari Jjalan vyang fungsi utamanya
diperuntukan bagi pejalan kaki;

Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan
yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II
LOKAST

Pasal 2

Kegiatan usaha pedagang kakilima dapat dilakukan di Daerah.

Lokasi pedagang kakilima ditentukan oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.

Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini, Walikota atau Pejabat vyang ditunjuk harus
mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial,
budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha
dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan
lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.

Walikota atau Pejabat vyang ditunjuk dalam memberikan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan
organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.

Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.

Bentuk surat izin dan kartu Identitas pedagang kakilima
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4



Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah:

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas
Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;

b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

C. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga
ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan
serta fungsi fasilitas umum.

d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan
lokasi wusaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan
untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;

e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas
bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan Jjalan, apabila
berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;

f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas
umum, apabila menggunakan fasilitas umum;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Wilayah.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap pedagang kakilima wajib:
a. memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;

b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan
keindahan serta fungsi fasilitas umum;

C. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari
lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.

d. memberikan akses Jjalan ke Dbangunan/tanah vyang berbatasan
langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan
dan atau persil sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kakilima berhak:
a. menempati lokasi yang telah diizinkan;

b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai
ketentuan yang berlaku;



mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi
yang telah diizinkan.

Pasal 8

Setiap Pedagang Kakilima dilarang:
a. menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi
kepada pihak manapun;

b. melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen
Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan
Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah
ini.

C. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha vyang
bersifat menetap;

d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan
kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan
kenyamanan serta pencemaran lingkungan;

e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau
merubah bentuk trotoar, fasilitas umum  dan atau

bangunan sekitarnya;

g. melakukan kegiatan usaha vyang dilarang oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pedagang kakilima yang melakukan kegiatan usaha dengan
menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat
larangan parkir, berhenti sementara dan atau di trotoar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk
peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Keputusan

Walikota.
BAB VI
FASILITAS/PEMBINAAN
Pasal 10
(1) Untuk pengembangan usaha pedagang kakilima, Walikota atau

pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan.

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, Walikota atau pejabat vyang ditunjuk dapat
melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.



(3) Kegiatan usaha pedagang kakilima di lokasi-lokasi tertentu
diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.

(4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3)
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi
wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah
ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh ©penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini
berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana;



memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen vyang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang vyang berkaitan
dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana, menurut hukum yvang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan

Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini,

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:

a. mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Daerah ini;

b. menutup usaha pedagang kakilima vyang tidak mempunyai
izin dan atau menempati lokasi selain vyang telah
diizinkan.

Walikota atau pejabat vyang ditunjuk selain mempunyai

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga

mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah

ini, apabila:

a. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima
digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum



yang lebih luas;

b. 30 (tiga puluh) hari Dberturut-turut 1lokasi tidak
dipergunakan tanpa keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

C. pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan tanpa harus
menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif
selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua Dbelas) bulan sejak
berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18
Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 1lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah 1ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD

Nomor 64/K/DPRD/2002

Tanggal 14 Desember 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta



Nomor
Tangg

IT.

12 Seri C
al 18 Desember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARKAH

NIP. 490018605

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta
harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan
ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah
Daerah dalam menyediakan fasilias tempat berusaha di sektor
formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap
mendapatkan peluang usaha vyang disediakan oleh Pemerintah
Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan
dengan fasilitas vyang tersedia. Oleh karena itu perlu
diciptakan iklim wusaha, sehingga mendorong kegiatan wusaha
termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha
lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat,
maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang
Kakilima.

Penataan pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah ini
mempunyai dua peranan yang sangat penting, vyaitu satu sisi
merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan
pedagang kakilima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi
lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat
bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitas/pembinaan,
pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima
juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang
seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu
disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk
dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan
bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a s/d d: Cukup jelas.



huruf e

huruf £
Pasal 5 s/d Pasal 9

Pasal 10 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 11 s/d Pasal 19:

Dalam hal pemilik/kuasa hak atas
bangunan/halaman yang berbatasan
dengan jalan tidak memberi
persetujuan, pedagang kakilima
dapat mengajukan keberatan kepada
Pemerintah Daerah untuk dapat
memberikan penilaiannya,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud pengembangan dalam
Pasal ini adalah pengembangan usaha
pedagang kakilima yang berupa
fasilitas/pembinaan dan pengarahan
tentang modal, sarana dan prasarana
melalui organisasi Pedagang
Kakilima yang ada.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi
di lapangan dalam penataan pedagang kaki lima di Kota
Yogyakarta, maka perlu untuk mengubah Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang
Kakilima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan;



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta

Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaa Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan,
Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;

8.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9.  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002

tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Kebersihan;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002
tentang Penataan Pedagang Kakilima;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pajak Restoran;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Kecamatan dan Kelurahan;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan
Pedagang Kakilima.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

Pasal |

Mengubah ketentuan Pasal 1, 3, 11, 24 dan Lampiran | Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang
Kakilima, sehingga menjadi sebagai berikut :



" Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
Camat adalah Camat se Kota Yogyakarta.

o 0k~ w D PRE

Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara
perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah
milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi
pejalan kaki.

9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia
untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

10.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat
LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah
partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.

11.0Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang
kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat
Kecamatan.

12.1zin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang
kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.

13.Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

14.Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar secara
formal mulai dari Taman Kanak — Kanak, Sekolah Dasar sampai Sekolah
Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak
swasta.

15.Titik lokasi adalah lokasi dimana pedagang kakilima menjalankan kegiatan
usaha.

16. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah
mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan
makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

” Pasal 3

(1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Walikota
ini.

(2) Lokasi pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus
untuk yang melakukan kegiatan usaha di depan Perguruan Tinggi dengan
ketentuan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan
Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan waktu menjalankan kegiatan usaha
pada malam hari serta keberadaannya mendukung sebagai kawasan wisata
kuliner.



(1)

(38) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ adalah
semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang
kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

(5) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang
dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.

” Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut :

a. Memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang
Kakilima;

b. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan
jelas, formulir yang telah disediakan kepada Camat, dengan dilampiri :

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu ldentitas Penduduk Musiman
(KIPEM) Kota Yogyakarta;

2) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang

peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga
ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi
fasilitas umum;

5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha
apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan
umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;

6) Persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah
yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik
jalan dan atau persil;

7) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha
kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas
bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan
mempergunakannya tanpa syarat apapun (bentuk format surat pernyataan
kesanggupan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan ini);

8) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila
menggunakan fasilitas umum.
9) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang

dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis
dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau
tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/
minum termasuk lesehan (bentuk format surat pernyataan kesanggupan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan ini).

10) Melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis
dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman
kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM).

” Pasal 24

Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah milik jalan sepanjang Jalan
P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara
Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan
Pedagang Kakilima.



(2)

3)

(4)

(5)

Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu ldentitas Pedagang Kakilima yang
telah diterbitkan oleh Camat kepada pedagang kakilima di Jalan P.
Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara
Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan masih tetap berlaku sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2007.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka tidak diterbitkan lagi Izin
Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima untuk sepanjang
Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan
antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan.

Izin Pengunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima selain ayat (1)
dan (2) yang diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai
habis masa berlakunya izin.

Bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali
makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan
Obat dan Makanan (BBPOM), yang memiliki 1zin Penggunaan Lokasi dan Kartu
Identitas Pedagang Kakilima yang masih berlaku wajib untuk memiliki Sertifikat
Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selambat — lambatnya 6
(enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal Il

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 69



Menimbang

Mengingat

% i"
WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS

MALIOBORO - A. YANI
WALIKOTA YOGYAKARTA

bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan
Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan
mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan
Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang
disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit
Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT
Malioboro ), maka perlu untuk menganti Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang
kaki lima kawasan Khusus Malioboro — A. yani;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuh 2007 tentang Pembagian
Urusan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan
Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman
dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya
Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Kebersihan;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002
tentang Penataan Pedagang Kakilima;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan
dan Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pasar;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta



Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;

22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2009 tentang Pasar;

23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;

24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan
Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS
MALIOBORO - A. YANI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Walikota ialah Walikota Yogyakarta.

Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
Kota Yogyakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta.

Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan
Gondomanan Kota Yogyakarta.

Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota
Yogyakarta.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT
Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat
LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK
adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi
masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di
bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK
Ngupasan.

Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan
berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas
umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak
maupun tidak bergerak.

Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan
Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.

Sirip jalan Malioboro — A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan
jalan Reksobayan.

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas.

Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan
kaki.

Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir
kendaraan roda dua.

Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk
dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima
untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.

Kartu ldentitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti
penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah
pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB Il
LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :
trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan

a.

b.

jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);

trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan
Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar
Beringharjo;
sirip jalan Malioboro — A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan
Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB
Yogyakarta).



BAB IlI
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima
yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib
memperhatikan hal — hal sebagai berikut :

a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani, dilarang untuk ditambah
jumlahnya;

b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor
Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan
Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan
Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya,
pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal — hal sebagai berikut :

a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro — A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan
Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;

b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro — A. Yani yaitu jalan Suryatmajan,
jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan
wilayah kerjanya.

Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani diatur sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

(2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada
di luar pertokoan, dengan ketentuan :

konstruksinya bongkar pasang;

bahan kerangka diutamakan dari besi;

atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;

rapi dan bersih;

warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

®o0 o

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan
Kartu Identitas Pedagang Kakilima.



(2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang
Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang
kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).

(3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang
Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro —
A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan
wilayah kerjanya.

(4) Masa berlaku Surat 1zin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas
Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1) Bentuk Surat 1zin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu ldentitas Pedagang
Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il dan I11 Peraturan ini.

(2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat
rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

(3) Surat lzin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3
(tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan
rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

Pasal 9

(1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8
ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan
dibaca oleh umum;

(2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus
selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima
dinyatakan tidak berlaku apabila :

pindah tempat usaha;

terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;

habis masa berlakunya;

terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;

terjadi pergantian jenis dagangan;

terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;

pemegang surat izin meninggal dunia;
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Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas

Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap,

benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan — persyaratan

sebagai berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;

c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;



d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan,
menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan
keindahan serta fungsi fasilitas umum;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah
Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat
apapun;

f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah
Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung
dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;

g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung
dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;

h. denah lokasi yang akan diajukan izin;

I. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh
umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik
yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan
tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;

J- melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman
kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM).

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV
peraturan ini.

Pasal 13

(1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal
persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan
lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan
permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai
dengan wilayah kerjanya.

(2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap
keberatan tersebut dan mengambil langkah — langkah penyelesaiannya.

Pasal 14

(1) Apabila persyaratan — persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

(2) Apabila persyaratan — persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat lzin Penggunaan
Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka
dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro —
A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.

(3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang
Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan — persyaratan
dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak
dilakukan cek lokasi.

Pasal 15

(1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani dibentuk dengan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang — kurangnya terdiri dari unsur — unsur :
a. UPT Malioboro
b. Kecamatan



Kelurahan

LPMK

LPKKM

Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima
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Pasal 16

(1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota
Yogyakarta.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang — kurangnya terdiri dari unsur — unsur :

Dinas Ketertiban

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah

Dinas Perhubungan

Badan Lingkungan Hidup

Bagian Tata Pemerintahan
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BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani wajib mentaati ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;

b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan
barang;

c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan
tempat untuk pejalan kaki;

d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses
masuk ke toko;

e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban,
keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;

f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat
diketahui oleh umum;

g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap selasa wage mulai pukul 04.00
WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani dilarang :

a. melakukan kegiatan usaha selalin di lokasi yang telah diizinkan;

b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak
manapun;

c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan
ketinggian);

d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda,
sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat,
trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;

e. mengkaitkan dan mengikatkan tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar,
dan fasilitas umum lainnya;

f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan
mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;

i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan
Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

B



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119
Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro — A. Yani dan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan
Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan
Khusus Malioboro — A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA
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HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
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H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37



LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 APRIL 2010

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A.YANI

BLOK LOKASI KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA KETENTUAN
I Sisi barat Jalan Malioboro dan A.Yani ( JI. - Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko 1. Jenis dagangan : pakaian,sandal, tas dan
Pasar Kembang s/d depan eks. bioskop Indra ) sejenisnya.

2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan

usaha) maksimal panjang 1,5m , maksimal lebar

1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat

ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m.

Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25m.

4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul
08.00 s/d 21.00 WIB.

w

- Pedagang Kakilima membelakangi toko

[N

. Jenis dagangan : cindera mata dan sejenisnya.

2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm,
kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal
0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi
yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan
tersebut.

3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar
maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri
pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan
ketinggian etalase dagangan paling bawah.

4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul

08.00 s/d 21.00 WIB.




Sisi barat Jalan A.Yani ( Eks Bioskop Indra ke
selatan sampai dengan utara pertigaan Jl.
Reksobayan/Ngejaman )

- Pedagang Kakilima lesehan

- Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan
Gereja GPIB

- Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan

Gereja GPIB

. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam

goreng, gudeg dan sejenisnya

. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan Kegiatan

usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal
lebar 2m

. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk

persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko
tutup s/d pukul 04.00 WIB

Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan
sejenisnya

Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar
1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat
ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m

. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m
. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul

08.00 s/d 21.00 WIB

. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan

sejenisnya

Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar
1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat
ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m

. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar

maksimal 1,25m dan yang berada didepan etalase
toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase
maksimal 0,5m

. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul

08.00 s/d 21.00 WIB

. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m




Sisi timur Jalan Malioboro ( Depan Hotel
Garuda s/d utara Jalan Perwakilan)

Sisi timur Jin. Malioboro dan Jin. A. Yani (
Gang Selatan Malioboro Mall s/d utara Pasar
Beringharjo)

- Pedagang Kakilima makanan dan minuman

- Pedagang Kakilima Lesehan

- Pedagang Kakilima Angkringan

- Pedagang Kakilima yang menghadap toko

. Jenis dagangan ; bakso, mie ayam, ayam goreng,

es dan sejenisnya

. Ukuran lokasi tempat usaha (peralatan kegiatan

usaha) maksimal panjang 3m, maksimal lebar 2m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

a. Siang :Pukul 07.00s/d 17.00 WIB
b. Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB

. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam

goreng, gudeg dan sejenisnya

. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) , maksimal panjang 7,5 m dan maksimal
lebar 2 m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB

. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

. Jenis dagangan ; Makanan dan minuman
. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) maksimal panjang 1,5 m dan maksimal
lebar 2 m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB
Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB

. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cindera

mata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan
dan sejenisnya

. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan

usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar




- Pedagang Kakilima membelakangi toko

- Pedagang Kakilima makanan dan minuman

1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat
ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m
Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m

w

4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB

1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cindera
mata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan
dan sejenisnya

2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm,
kanan Kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal
0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi
yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan
tersebut.

3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar
maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri
pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan
ketinggian etalase dagangan paling bawah.

4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB

=

Lokasi di depan : komplek Kepatihan

2. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, ayam goreng,
es dan sejenisnya

3. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) , maksimal panjang 3 m dan maksimal

lebar 2 m

4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB
Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB
5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m




Sisi timur JI. A. Yani (JI. Pabringan s/d utara
pintu masuk Pasar Sore Malioboro)

- Pedagang Kaki lima Lesehan

- Pedagang kaki lima Angkringan

- Pedagang Kakilima yang berada diatas paving depan
pasar sore Malioboro

. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam

goreng, gudeg dan sejenisnya

. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal
lebar 2m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

a. Didepantoko :Pukul21.30atau setelah
dengan toko tutup sampai pukul 04.00 WIB

b. Tidak di depan toko : Pukul 18.00 s/d 04.00
wiB
Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

Lokasi di depan : komplek Kepatihan

. Jenis dagangan ; Makanan dan minuman

Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang 1,5 m dan maksimal
lebar 2 m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB
Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB
Menggunakan tenda maks. tinggi 2,5 m

. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non

makanan dan non minuman

. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar
15 m

. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :

Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB

. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m
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Sirip Jalan Malioboro — A. Yani

- Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang

berada diatas trotoar depan Pasar Sore Malioboro

- Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar

Beringharjo

- Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan

selatan Jalan Pajeksan

=
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Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya
Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan
usaha) maksimal panjang 2 m, maksimal lebar
15 m

Waktu berjualan termasuk persiapan adalah :
Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB

Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya

Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan
usaha) , maksimal panjang 1,25 m, maksimal
lebar 1,25 m, dan maksimal tinggi dari lantai 1,25
m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini
bagi yang panjang kurang dari 1,25 m dan lebar
kurang dari 1,25 m

Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan)
adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB

Jenis dagangan : makanan, minuman dan
sejenisnya

Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan
usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal
lebar 0,65 m tidak termasuk roda

Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m
Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m
Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan)
adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB




- Pedagang Kaki lima yang berada di sisi selatan Jalan | 1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan
Suryatmajan sejenisnya

2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal

lebar 0,65 m tidak termasuk roda

Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m

Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan)

adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB

ok w

- Jalan Reksobayan ( Selatan Gereja GPIB ) 1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non
makanan dan non minuman

2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan

usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal

lebar 0,65 m tidak termasuk roda

Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m

Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan)

adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB

gk w

WALIKOTA YOGYAKARTA
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H. HERRY ZUDIANTO
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LAMPIRAN Il
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
37 TAHUN 2010
29 APRIL 2010

SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA
Nama
Alamat (sesuai KTP)
Lokasi Usaha
a. Jalan
b. Depan
c. Sebelah kiri
d. Sebelah kanan
e. Luas : Panjang............. meter, Lebar............. meter
Kelurahan
Waktu Kegiatan Usaha Jam......ccceeeens [0 IR
Jenis Dagangan
Berlaku ' Tgl........ - S/
Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
PHOTO 2X3
G AL DN N )
NIP

Ukuran Kartu ldentitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih

Tulisan Hitam
Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm



KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

KOTA YOGYAKARTA

Nama
Alamat

Lokasi

a
b.
C.
d.

e.

(sesuai KTP)
Usaha

Jalan

Depan
Sebelah kiri
Sebelah kanan

Luas

Kelurahan
Waktu Kegiatan Usaha

Jenis D

No.lzin

agangan

Berlaku

PHOTO 2X3

: Panjang............. meter, Lebar............. meter

Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan




KETENTUAN UMUM PIDANA DAN ADMINISTRATIF

Pelanggaran terhadap ketentuan —ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat

(1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan

paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - ( dua juta

rupiah).

Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan

Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8

Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk ;

a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini

b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau
menempati lokasi selain yang telah diizinkan

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi

bila ;

a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas

b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan
yang dapat dipertanggung jawabkan

c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan — ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

APwnhE

Ukuran Kartu ldentitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih

Tulisan Hitam

Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm
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FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN MALIOBORO - A. YANI

No. Pendaftaran : KEPADA

Hal : Permohonan Surat Izin YTH. Ka. Dinas Pariwisata dan
Penggunaan Lokasi Kebudayaan
Dan Kartu Identitas PKL DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama

Alamat ( sesuai KTP)
Kelurahan
Kecamatan

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas
Pedagang Kaki Lima untuk ;

1. Pengajuan Surat Izin baru

Keterangan Usaha

1. Lokasi Kegiatan Usaha
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PERNYATAAN / PERSETUJUAN

NAMA TIDAK KEBERATAN/ | TANDA TANGAN
KEBERATAN
Pemilik /Kuasa hak
atas bangunan/
tanah atau
pemilik/pengelola
fasilitas umum yang
berbatasan langsung
dengan lokasi usaha
pedagang kaki lima
YogyaKarta, ......cccccoeeviiiiniiiniieieien
Meterai Rp.6000,-
Y. W )
Mengetahui
Organisasi/Paguyuban PKL U . . .. RW..oooiieece e,
LPKKM LPMIs ... 5. s 81 38 LURAH. ...




SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Alamat ( sesuai KTP)

Lokasi Kegiatan Usaha

a.

o

- ® o O

Jalan

Depan

Sebelah Kiri

Sebelah kanan

Luas :Panjang........cooeeeee meter, Lebar..............c....... meter
Kelurahan

Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa saya belum memiliki tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari

ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan

Peraturan Perundangan yang berlaku.

YOQYaKarta, .......cceeeeeeieerieeiesieneenie e

Hormat kami

Meterai Rp.6000,-



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR
PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT
SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;
Nama
Alamat ( sesuai KTP)
Lokasi Kegiatan Usaha
a. Jalan
b. Depan
c. Sebelah kiri
d. Sebelah kanan

Luas s Panjang.........ccocee.e. meter, Lebar..........ccccc..... meter

= @

Kelurahan

g. Kecamatan

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa saya sanggup untu melakukan bongkar pasang
peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah , menjaga ketertiban, keamanan,
kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan

Peraturan Perundangan yang berlaku.

YOogyaKarta, ......cccoeeveieeiiiieiiere e
Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI
USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;
Nama

Alamat ( sesuai KTP)

Lokasi Kegiatan Usaha

a. Jalan

o

Depan
Sebelah Kiri

Sebelah kanan

o o

@

Luas Panjang.........ccocee..e. meter, Lebar..........ccccc...... meter

=h

Kelurahan

g. Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi
usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang
lebih luas tanpa syarat apapun.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

YOQYaKarta, ......ccceeeeeeieereeieseese e

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-



Lampiran V : Dokumentasi










Lampiran VI : Riwayat Hidup
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi
Nama : [lma Nafi’ah Zain

Tempat, tanggal lahir : Gresik, 26 Mei 1996

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Sembunganyar, Kec. Dukun, Kab. Gresik

Alamat di Yogyakarta: JI. Tridarma No. 917, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman,
Yogyakarta, DI'Y

Email : ilmanafiahzain@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

1999-2001 : TK Aisiyah Bustanut Athfal Gopaan
2001-2008 : MI YKUI Maskumambang
2008-2011 : SMPM 12 Paciran Lamongan
2011-2014 : MA YKUI Maskumambang

Demikian Cerriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ilma Nafi’ah Zain
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